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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan 
Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai 
faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi 
kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, regulasi 
perpajakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan 
Pasal 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak, 
kualitas administrasi perpajakan, pengawasan pemerintah, serta 
penerapan sistem perpajakan berbasis digital. Modernisasi sistem 
perpajakan melalui penggunaan e-filing dan e-billing memberikan dampak 
positif terhadap efektivitas pelaporan dan pembayaran pajak sehingga 
mampu meningkatkan transparansi administrasi perpajakan. Selain itu, 
sosialisasi perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan fiskus juga 
berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap 
kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penguatan pengawasan, edukasi 
perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan diperlukan untuk 
meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 secara optimal dan 
berkelanjutan di Indonesia.  
 
Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, PPh Pasal 22, Administrasi Perpajakan, 
Wajib Pajak, Sistem Digital Perpajakan  

1.  PENDAHULUAN   

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat 
penting dalam mendukung pembangunan nasional, pembiayaan pelayanan publik, serta 
stabilitas ekonomi negara. Di Indonesia, sistem perpajakan terus mengalami perkembangan 
untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara, salah satunya melalui penerapan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 22. PPh Pasal 22 merupakan mekanisme pemungutan pajak oleh 
bendahara pemerintah, badan tertentu, maupun wajib pajak badan yang melakukan kegiatan 
perdagangan barang tertentu. Keberadaan PPh Pasal 22 bertujuan untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pengawasan terhadap transaksi perdagangan 
dan impor barang. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala 
seperti ketidaktepatan perhitungan, keterlambatan penyetoran, hingga rendahnya 
pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme administrasi perpajakan. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PPh Pasal 22 masih memerlukan perhatian 
serius agar tujuan penerimaan negara dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, analisis 
mendalam mengenai kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 menjadi penting untuk dilakukan 
guna mengetahui efektivitas pelaksanaannya di Indonesia. (Arditia & Kuncoro, 2021)  
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Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia melibatkan berbagai sektor 
usaha dan instansi pemerintah yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan serta 
pelaporan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kepatuhan 
perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh 
faktor administrasi, pengawasan, kualitas pelayanan perpajakan, dan tingkat kesadaran wajib 
pajak. Banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur 
pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan 
administratif maupun keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu, perkembangan aktivitas 
ekonomi digital dan perdagangan modern turut menimbulkan tantangan baru dalam 
pengawasan kepatuhan perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas 
penerapan PPh Pasal 22 sangat dipengaruhi oleh kemampuan instansi maupun perusahaan 
dalam menerapkan sistem administrasi perpajakan yang baik dan transparan. Dengan adanya 
sistem administrasi yang efektif, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat 
sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. 
(Dewi Lubis et al., 2024)  

Kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 juga menjadi isu penting dalam sektor 
perdagangan hasil pertanian, impor barang, serta pengadaan barang pemerintah. Dalam 
beberapa kasus, implementasi pemungutan PPh Pasal 22 masih menimbulkan permasalahan 
bagi pelaku usaha kecil maupun petani karena adanya ketidakseimbangan pemahaman antara 
pemungut pajak dan wajib pajak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha 
merasa terbebani oleh mekanisme perpajakan yang dianggap rumit dan kurang transparan. 
Selain itu, lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi perpajakan turut memperbesar 
kemungkinan terjadinya pelanggaran administrasi maupun ketidakpatuhan pembayaran 
pajak. Pada sektor impor barang, pelaksanaan PPh Pasal 22 juga menghadapi tantangan 
berupa perubahan kebijakan perdagangan internasional dan tingginya volume transaksi 
impor yang memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah. Oleh sebab itu, peningkatan 
kualitas pengawasan dan edukasi perpajakan menjadi faktor penting dalam mendukung 
keberhasilan implementasi PPh Pasal 22 di berbagai sektor ekonomi Indonesia. (Gaisi et al., 
2024) Efektivitas mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan 
Pasal 22 menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kepatuhan perpajakan di 
Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya 
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti penerapan sistem digital perpajakan, 
penyederhanaan administrasi, serta peningkatan pelayanan berbasis elektronik. Namun 
demikian, masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya, terutama pada 
instansi pemerintah daerah dan perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan sistem 
administrasi perpajakan secara optimal. Kesalahan dalam penginputan data, keterlambatan 
pelaporan, serta rendahnya pengawasan internal menjadi faktor yang mempengaruhi 
rendahnya tingkat kepatuhan terhadap PPh Pasal 22. Selain itu, adanya perbedaan 
interpretasi terhadap regulasi perpajakan juga sering menimbulkan ketidaksesuaian dalam 
pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem pemungutan 
dan pelaporan PPh Pasal 22 perlu dilakukan secara berkala agar proses administrasi 
perpajakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku di Indonesia. (Marsani Tanjung et al., 2024)  

Penelitian mengenai kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebelumnya lebih banyak 
berfokus pada analisis perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak pada instansi atau 
perusahaan tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib 
pajak dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi perpajakan, serta 
efektivitas pengawasan internal perusahaan maupun instansi pemerintah. Selain itu, faktor 
kesadaran wajib pajak dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga memiliki 
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pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PPh Pasal 22. Meskipun demikian, 
masih terdapat kesenjangan penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai 
kepatuhan PPh Pasal 22 pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia dengan pendekatan yang 
lebih luas. Sebagian besar penelitian hanya terbatas pada studi kasus tertentu sehingga belum 
mampu menggambarkan kondisi kepatuhan perpajakan secara nasional. Oleh karena itu, 
penelitian ini hadir untuk memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai 
implementasi dan tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia sehingga dapat 
menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun wajib pajak dalam meningkatkan efektivitas 
sistem perpajakan nasional. (Sam & Hutagalung, 2022)  

Berdasarkan berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi dalam implementasi 
Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna 
mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas pelaksanaan PPh Pasal 22. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
teoritis dalam pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait administrasi dan 
kepatuhan perpajakan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu 
memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah, instansi terkait, dan wajib pajak dalam 
meningkatkan kualitas sistem pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara lebih 
transparan dan akuntabel. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap PPh Pasal 22, maka 
penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat dan mendukung pembangunan 
nasional secara berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
penelitian selanjutnya yang membahas perpajakan, administrasi fiskal, maupun kebijakan 
perpajakan di  
Indonesia dalam konteks modernisasi sistem perpajakan nasional. (Yuliana & Firmansyah, 
2024)  

2. TINJAUAN TEORITIS  

2.1 Teori Kepatuhan Pajak  

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
tanpa adanya unsur paksaan. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 22, kepatuhan pajak 
mencakup ketepatan dalam melakukan pemungutan, penyetoran, perhitungan, dan 
pelaporan pajak kepada negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh 
pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, serta tingkat 
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Kepatuhan 
perpajakan juga dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan administrasi perpajakan, sedangkan 
kepatuhan material berkaitan dengan kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan dengan 
kondisi sebenarnya. Dalam praktiknya, rendahnya kepatuhan wajib pajak sering disebabkan 
oleh kurangnya pemahaman administrasi perpajakan dan lemahnya pengawasan terhadap 
pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, peningkatan edukasi perpajakan dan 
penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan 
Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. (Sam & Hutagalung, 2022)  

Teori kepatuhan pajak menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh 
faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan dalam menentukan tingkat 
kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Faktor internal meliputi kesadaran, moral pajak, 
dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, sedangkan faktor eksternal 
meliputi sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan efektivitas sistem administrasi 
perpajakan.  
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Dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting 
karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan efektivitas pengawasan transaksi 
perdagangan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula 
kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat 
menimbulkan kerugian negara akibat keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak. 
Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui 
digitalisasi administrasi dan peningkatan pelayanan berbasis elektronik untuk menciptakan 
sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat 
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. (Sari & Widodo, 2021)  

2.2 Teori Administrasi Perpajakan  

Administrasi perpajakan merupakan seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan 
pemungutan, pencatatan, pengawasan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh 
wajib pajak maupun otoritas perpajakan. Dalam sistem perpajakan modern, administrasi 
perpajakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan negara dari 
sektor pajak. Pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik dapat menciptakan kepastian 
hukum, efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem 
perpajakan nasional. Pada Pajak Penghasilan Pasal 22, administrasi perpajakan meliputi 
mekanisme pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah, badan tertentu, atau perusahaan 
yang melakukan transaksi perdagangan barang dan impor. Sistem administrasi yang tidak 
berjalan secara optimal dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan, keterlambatan 
pelaporan, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan sistem 
administrasi yang efektif sangat diperlukan agar pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 
dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan 
negara. (Marsani Tanjung et al., 2024)  

Dalam teori administrasi perpajakan dijelaskan bahwa keberhasilan sistem 
perpajakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif pajak, tetapi juga ditentukan oleh 
kualitas pelayanan administrasi yang diberikan kepada wajib pajak. Administrasi perpajakan 
yang baik harus mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam proses 
pembayaran serta pelaporan pajak. Perkembangan teknologi informasi mendorong 
pemerintah untuk melakukan digitalisasi sistem administrasi perpajakan melalui 
penggunaan e-filing, e-billing, dan sistem pelaporan berbasis elektronik lainnya. Modernisasi 
administrasi perpajakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesalahan administrasi serta 
meningkatkan efisiensi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam implementasi 
Pajak Penghasilan Pasal 22, penggunaan sistem administrasi digital dapat membantu instansi 
maupun perusahaan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pajak secara lebih akurat. 
Dengan adanya administrasi perpajakan yang efektif dan terintegrasi, maka tingkat 
kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan 
menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.  
(Sitanggang & Lestari, 2023)  

2.3 Teori Pajak Penghasilan Pasal 22  

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh 
bendahara pemerintah, badan tertentu, atau perusahaan tertentu atas kegiatan perdagangan 
barang, impor, dan aktivitas ekonomi lainnya sesuai ketentuan peraturan perpajakan di 
Indonesia. PPh Pasal 22 memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara 
serta memperluas pengawasan terhadap transaksi ekonomi yang berpotensi menghasilkan 
pajak. Dalam praktiknya, PPh Pasal 22 dikenakan pada kegiatan impor barang, pembelian 
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barang oleh pemerintah, penjualan hasil produksi tertentu, serta transaksi perdagangan yang 
dilakukan oleh badan usaha tertentu. Sistem pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan melalui 
mekanisme withholding tax, yaitu pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang telah 
ditunjuk pemerintah. Mekanisme tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 
pengumpulan pajak dan meminimalkan risiko penghindaran pajak oleh wajib pajak. Oleh 
karena itu, pemahaman yang baik mengenai mekanisme PPh Pasal 22 menjadi penting bagi 
wajib pajak maupun instansi pemungut pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat 
berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Siagian & Dinata, 2024)  

Teori Pajak Penghasilan Pasal 22 juga menjelaskan bahwa efektivitas pemungutan 
pajak dipengaruhi oleh ketepatan perhitungan, ketepatan waktu penyetoran, serta kualitas 
pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan pihak pemungut. Dalam 
implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman 
terhadap regulasi perpajakan, kesalahan administrasi, dan keterlambatan pelaporan pajak 
yang dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan negara. Pada sektor impor barang dan 
pengadaan pemerintah, pengawasan terhadap pelaksanaan PPh Pasal 22 menjadi sangat 
penting karena transaksi yang terjadi memiliki nilai ekonomi yang besar. Selain itu, 
perubahan kebijakan perpajakan dan perkembangan aktivitas ekonomi juga menuntut 
adanya penyesuaian sistem pemungutan pajak agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi 
modern. Dengan demikian, penerapan PPh Pasal 22 yang efektif memerlukan dukungan 
regulasi yang jelas, sistem administrasi yang baik, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang 
tinggi agar tujuan penerimaan negara dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. 
(Wahyuni & Ananda, 2023)  

 
3. METODE PENELITIAN   

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 
di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas 
pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian 
ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena administrasi perpajakan, 
kepatuhan wajib pajak, dan implementasi mekanisme pemungutan, penyetoran, serta 
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada berbagai sektor ekonomi. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 
jurnal ilmiah, artikel penelitian, regulasi perpajakan, dan dokumen resmi yang berkaitan 
dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
dokumentasi dan penelaahan literatur yang relevan dengan topik penelitian sehingga data 
yang diperoleh dapat mendukung analisis penelitian secara komprehensif dan sistematis.  

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang 
dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan 
berdasarkan hasil kajian literatur dan dokumen yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan 
dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan Pajak Penghasilan 
Pasal 22, efektivitas administrasi perpajakan, serta implementasi kebijakan perpajakan pada 
berbagai instansi dan sektor usaha di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji 
faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas 
administrasi perpajakan, pemahaman regulasi perpajakan, pengawasan pemerintah, serta 
penggunaan sistem digital perpajakan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Dengan 
menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
yang jelas mengenai kondisi kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia serta 
memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya peningkatan efektivitas sistem 
perpajakan nasional.  
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4.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tabel 1. Bentuk Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia  

No  Aspek Kepatuhan  Bentuk Implementasi  Dampak  terhadap  

Perpajakan  

1  Kepatuhan  

Administratif  

Pelaporan dan penyetoran pajak 
dilakukan sesuai prosedur  
perpajakan  

Meningkatkan  tertib  

administrasi perpajakan  

2  Kepatuhan  

Formal  

Wajib pajak mengikuti ketentuan 
regulasi perpajakan yang berlaku  

Mengurangi  potensi  

pelanggaran pajak  

3  Kepatuhan  

Material  

Perhitungan dan pembayaran pajak 
sesuai transaksi sebenarnya  

Mendukung optimalisasi 
penerimaan negara  

4  Kepatuhan  

Digital  

Penggunaan sistem e-filing dan 
ebilling dalam pelaporan pajak  

Mempermudah 
pengawasan perpajakan  

Berdasarkan tabel di atas, kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia dapat 
dilihat dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan administrasi, pelaporan, serta 
pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan instansi pemungut pajak. Kepatuhan 
administratif menjadi dasar utama dalam pelaksanaan perpajakan karena berkaitan dengan 
ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 
praktiknya, kepatuhan formal juga menunjukkan sejauh mana wajib pajak mampu mengikuti 
prosedur dan aturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Implementasi kepatuhan 
tersebut memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas pengawasan perpajakan serta 
meningkatkan transparansi administrasi fiskal di Indonesia. Selain itu, penggunaan sistem 
perpajakan berbasis digital turut mendukung peningkatan kepatuhan karena memberikan 
kemudahan dalam proses pelaporan dan pencatatan pajak secara elektronik sehingga mampu 
mengurangi kesalahan administratif yang sering terjadi pada sistem manual.  

Kepatuhan material dalam Pajak Penghasilan Pasal 22 menjadi indikator penting 
dalam menilai kesesuaian pembayaran pajak dengan transaksi ekonomi yang sebenarnya 
dilakukan oleh wajib pajak. Pelaksanaan kepatuhan material menunjukkan bahwa wajib pajak 
tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjalankan kewajiban 
perpajakan secara jujur dan transparan sesuai ketentuan perpajakan nasional. Dalam 
implementasinya, pemerintah terus melakukan penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi 
perpajakan untuk meningkatkan efektivitas kepatuhan wajib pajak pada berbagai sektor 
usaha dan instansi pemerintah. Penggunaan teknologi perpajakan modern seperti e-billing dan 
e-filing memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan secara cepat 
dan efisien. Dengan adanya peningkatan kepatuhan administratif dan material, maka sistem 
perpajakan nasional dapat berjalan lebih efektif serta mampu mendukung peningkatan 
penerimaan negara melalui optimalisasi pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia.  
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Tabel 2. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22  

No  Faktor  Kondisi yang Terjadi  Pengaruh  terhadap  

Kepatuhan  

1  Pemahaman  

Perpajakan  

Wajib  pajak  masih  kurang 
memahami regulasi pajak  

Menurunkan  kualitas  

pelaporan pajak  

2  Sistem  

Administrasi  

Administrasi perpajakan belum 
sepenuhnya optimal  

Menyebabkan 
keterlambatan pelaporan  

3  Pengawasan  

Pemerintah  

Pengawasan  perpajakan  

dilakukan secara bertahap  

Mendorong  peningkatan 
kepatuhan  

4  Teknologi Digital  Penerapan sistem perpajakan 
elektronik semakin berkembang  

Mempermudah 
 pelaporan dan 
pembayaran pajak  

Berdasarkan tabel tersebut, faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pajak Penghasilan 
Pasal 22 di Indonesia terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan antara kemampuan 
wajib pajak, kualitas administrasi perpajakan, pengawasan pemerintah, serta perkembangan 
teknologi digital. Pemahaman perpajakan menjadi faktor utama yang menentukan tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Rendahnya pemahaman 
terhadap regulasi perpajakan menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kesalahan dalam 
proses perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak. Selain itu, sistem administrasi 
perpajakan yang belum berjalan secara optimal juga menjadi hambatan dalam menciptakan 
kepatuhan perpajakan yang efektif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keterlambatan 
pelaporan dan ketidaksesuaian administrasi perpajakan pada berbagai sektor usaha maupun 
instansi pemerintah. Oleh sebab itu, peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan 
administrasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan 
Pasal 22 di Indonesia.  

Pengawasan pemerintah memiliki peranan penting dalam mendukung efektivitas 
pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 karena pengawasan yang baik dapat mendorong wajib 
pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah melalui 
Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi sistem pengawasan dan pelayanan 
perpajakan guna meningkatkan transparansi administrasi fiskal nasional. Selain itu, 
perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan 
kepatuhan perpajakan melalui penggunaan sistem elektronik seperti e-filing dan e-billing 
yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak secara 
cepat dan efisien. Digitalisasi perpajakan juga membantu pemerintah dalam melakukan 
pengawasan transaksi ekonomi secara lebih akurat dan terintegrasi. Dengan adanya 
penguatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi digital, maka tingkat kepatuhan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 di Indonesia dapat meningkat sehingga sistem perpajakan nasional 
mampu berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.  

Tabel 3. Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22  

No  Upaya  Bentuk Pelaksanaan  Tujuan  
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1  Sosialisasi  

Perpajakan  

Edukasi  mengenai  mekanisme  

PPh Pasal 22  

Meningkatkan pemahaman 
wajib pajak  

2  Modernisasi  

Sistem  

Penggunaan layanan perpajakan 
berbasis digital  

Mempermudah  

administrasi perpajakan  

3  Penguatan  

Pengawasan  

Monitoring terhadap pelaporan 
dan pembayaran pajak  

Mengurangi  pelanggaran 
perpajakan  

4  Peningkatan  

Pelayanan  

Penyediaan layanan perpajakan 
yang cepat dan transparan  

Meningkatkan 
 kepuasan wajib 
pajak  

Berdasarkan tabel di atas, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 
kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia melalui pendekatan edukatif, 
administratif, dan teknologi digital. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu langkah penting 
dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, 
dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan 
edukasi dan penyuluhan perpajakan, pemerintah berupaya membangun kesadaran 
masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan nasional. Selain itu, 
modernisasi sistem perpajakan melalui penggunaan layanan digital memberikan kemudahan 
dalam proses administrasi perpajakan sehingga dapat mengurangi kesalahan pelaporan dan 
meningkatkan efisiensi pelayanan pajak. Dengan adanya sistem perpajakan berbasis 
elektronik, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih 
praktis, cepat, dan transparan tanpa harus menghadapi proses administrasi yang rumit.  

Penguatan pengawasan perpajakan juga menjadi bagian penting dalam upaya 
meningkatkan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia. Pemerintah terus 
melakukan monitoring terhadap aktivitas pelaporan dan pembayaran pajak untuk 
memastikan seluruh wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan menjadi faktor 
pendukung yang mampu menciptakan hubungan yang lebih baik antara fiskus dan wajib 
pajak. Pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan 
wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional sehingga mendorong terciptanya kepatuhan 
perpajakan yang lebih optimal. Dalam konteks modernisasi perpajakan, integrasi teknologi 
digital dan peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu memperkuat efektivitas 
administrasi perpajakan nasional. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 dapat memberikan kontribusi positif terhadap optimalisasi penerimaan 
negara dan keberlanjutan pembangunan nasional di Indonesia.  

5.  KESIMPULAN  

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di 
Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan 
negara serta menciptakan sistem perpajakan yang efektif, transparan, dan akuntabel. 
Pelaksanaan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 
tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas administrasi perpajakan, efektivitas pengawasan 
pemerintah, serta perkembangan teknologi digital dalam sistem perpajakan nasional. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan 
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sistem elektronik mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak serta 
mempermudah proses pengawasan perpajakan. Selain itu, upaya sosialisasi perpajakan dan 
peningkatan kualitas pelayanan fiskus juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan 
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dengan adanya 
penguatan pengawasan, edukasi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi digital secara 
optimal, diharapkan tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Indonesia dapat terus 
meningkat sehingga mampu mendukung stabilitas penerimaan negara dan keberhasilan 
pembangunan nasional secara berkelanjutan.  
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